
 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 84 TAHUN 2021 

TENTANG 

HARGA PATOKAN NILAI KONSERVASI 

PEMANFAATAN/PEMINJAMAN JENIS IKAN DILINDUNGI DARI HABITAT ALAM 

DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Mengingat :   1. Pasal 17 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 

tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran   

Menimbang     : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  10  ayat 

(3), Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan tentang Harga Patokan Nilai Konservasi 

Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Ikan Dilindungi dari 

Habitat Alam Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak; 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4779); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6710);  

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

 

: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG HARGA PATOKAN NILAI KONSERVASI 

PEMANFAATAN/PEMINJAMAN JENIS IKAN DILINDUNGI 

DARI HABITAT ALAM DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. 

 

KESATU : Menetapkan Harga Patokan Nilai Konservasi  

Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Ikan Dilindungi dari 

Habitat Alam Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jenis ikan: 

1. Hiu Paus (Rhyncodon typus); dan  

2. Pari Manta (Manta spp.), 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Menteri ini. 
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Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 September 2021 

 2021 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

SAKTI WAHYU TRENGGONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDUA  :  Harga patokan nilai konservasi sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam 

pembayaran penerimaan negara bukan pajak berupa 

iuran pemanfaatan/peminjaman jenis ikan dilindungi 

dari habitat alam untuk: 

1. indukan pengembangbiakan; dan 

2. aquaria.   

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
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HARGA PATOKAN NILAI KONSERVASI PEMANFAATAN/PEMINJAMAN  

JENIS IKAN DILINDUNGI DARI HABITAT ALAM DALAM PERHITUNGAN TARIF  

ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  

 

 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd. 

 

SAKTI WAHYU TRENGGONO 

No. NAMA UMUM  NAMA LATIN 
HARGA PATOKAN 

(Rp) 
SATUAN 

1. Hiu Paus  Rhyncodon typus 5.662.000.000 ekor 

2. Pari Manta  Manta spp. 1.391.000.000 ekor 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 84 TAHUN 2021 

TENTANG  
HARGA PATOKAN NILAI KONSERVASI 

PEMANFAATAN/PEMINJAMAN JENIS IKAN 
DILINDUNGI DARI HABITAT ALAM DALAM 
PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN 

NEGARA BUKAN PAJAK 


